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ABSTRACT
Background: Stunting prevention can be accomplished in pre-
wedding services for prospective brides based on the latest reg-
ulations regarding the acceleration of stunting reduction. Sleman
Regency, as one of the focus locations for the intervention of stunt-
ing, has institutions that are involved in the service of prospective
brides, i.e. institutions in the field of health, religion, and family plan-
ning. This new policy is a challenge because the existing programs
in these institutions have not utmostly directed the prevention of
stunting. There is a suggestion from the academic side to develop
pre-conception integrated services causes be necessary to explore
the early acceptance of Sleman Regency stakeholders.
Objective: This study aimed to explore the potential in Sleman Re-
gency to develop the pre-conception integrated services, including
the early acceptance of stakeholders.
Methods: A qualitative approach with a descriptive-exploratory de-
sign is used in this study by determining subject by purposive sam-
pling. Research was conducted in Sleman and Mlati Sub-district.
Data collection using in-depth interviews, focus group discussions,
observation and document studies using the framework analysis
method as a technique in analyzing the data.
Results: There are various things behind aspects of stakeholder
acceptance, i.e. capacity in the aspect of affective attitudes, the as-
pect of supportive needs of each stakeholder group, various things
that affect the financing aspect, aspects of effectiveness perceived
by stakeholders, aspects of stakeholder confidence in participating,
and aspects of suitability of the proposed concept with stunting re-
duction.
Conclusion: Stakeholders give a positive response and confidence
to participate in pre-conception integrated service. In the future,
local governments need to provide policy support to implement
pre-conception integrated services as commitment to preventing
stunting from upstream. In addition, stakeholders can maximize po-
tential so that pre-conception integrated services can be a solution
in improving health status of community.

Keywords: stakeholders acceptability, Bridegroom, pre-conception
integrated services, stunting

ABSTRAK
Latar Belakang: Pencegahan stunting berdasarkan peraturan ter-
baru tentang percepatan penurunan stunting dapat dilakukan pada
pelayanan pra-nikah untuk calon pengantin. Kabupaten Sleman se-
bagai salah satu lokus intervensi stunting 2021 memiliki lembaga-
lembaga yang terlibat dalam pelayanan calon pengantin, yaitu lem-
baga bidang kesehatan, bidang agama dan bidang KB. Kebijakan
baru ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Sleman karena pro-
gram yang ada pada lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya
mengarah dalam pencegahan stunting. Adanya usulan dari sisi
akademisi dalam pengembangan pelayanan terpadu pra-konsepsi
perlu dilakukan pengeksplorasian tentang penerimaan awal dari
stakeholder Kabupaten Sleman dalam menerapkan konsep ini.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penggalian
potensi di Kabupaten Sleman dalam pengembangan pelayanan
terpadu pra-konsepsi termasuk penerimaan awal stakeholders.
Metode: Pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif-
eksploratif digunakan dalam penelitian ini dengan penentuan subjek
secara purposive sampling. Penelitian dilakukan di 2 kapanewon
di Kabupaten Sleman, yaitu Kapanewon Sleman dan Kapanewon
Mlati. Pengambilan data menggunakan metode wawancara men-
dalam, diskusi kelompok terpadu (DKT), observasi dan studi doku-
men dengan metode framework analysis sebagai teknik dalam
analisis data yang diperoleh.
Hasil: Terdapat berbagai hal melatarbelakangi aspek-aspek dalam
penerimaan stakeholders yaitu kapasitas dalam aspek sikap afek-
tif, aspek kebutuhan suportif dari masing-masing kelompok stake-
holders, berbagai hal yang mempengaruhi aspek pembiayaan, as-
pek efektivitas yang dirasakan oleh stakeholders, aspek keyakinan
stakeholders dalam berpartisipasi, dan aspek adanya kesesuaian
konsep yang diusulkan dengan penurunan stunting.
Kesimpulan: Para stakeholders memberikan respons positif dan
rasa keyakinan untuk berpartisipasi dalam pelayanan terpadu
prakonsepsi. Kedepannya, pemerintah daerah perlu memberi
dukungan kebijakan untuk mengimplementasikan pelayanan ter-
padu pra-konsepsi sebagai komitmen dalam pencegahan stunting
dari hulu. Selain itu, stakeholders dapat memaksimalkan potensi-
potensi yang ada di Kabupaten Sleman sehingga pelayanan terpadu
pra-konsepsi dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: calon pengantin, pelayanan terpadu pra-konsepsi,
Penerimaan pemangku kepentingan, stunting
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PENDAHULUAN
Amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

2021 adalah salah satu upaya pencegahan stunting
dapat dilakukan melalui pelayanan pra-nikah pada
calon pengantin. Kabupaten Sleman merupakan
salah satu kabupaten di Indonesia yang menjadi
lokus stunting berdasarkan Surat Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 tahun 2021.1 Pe-
merintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk
menanggulangi stunting dengan menerbitkan Perat-
uran Bupati Nomor 22.1 Tahun 2021 Tentang Per-
cepatan Penanggulangan stunting Terintegrasi. Ke-
bijakan ini merupakan revisi dari kebijakan sebelum-
nya dengan lebih mengedepankan pendekatan sik-
lus kehidupan mengamanatkan adanya pelibatan dari
berbagai sektor yaitu perangkat daerah (PD), pemer-
intah kelurahan hingga masyarakat untuk menangani
stunting.2 Meninjau dari regulasi nasional yang telah
ada tentang percepatan penurunan stunting, calon
pengantin yang berada di masa pra-konsepsi meru-
pakan salah satu kelompok sasaran pelaksanaan per-
cepatan penurunan stunting dengan melakukan pen-
dampingan sebagai bagian dari pelayanan nikah.3

Masa pra-konsepsi dapat dilihat pada saat seo-
rang wanita usia subur maupun pasangannya mu-
lai memutuskan untuk mempunyai anak.4 Seharusnya
kebijakan dan program yang ada tidak hanya berfokus
pada 1000 HPK karena diperlukan pemberian inter-
vensi berfokus pada periode pra-konsepsi. Sebuah
studi menunjukkan bahwa status gizi pra-konsepsi ibu
mempengaruhi pertumbuhan linier anak dan menu-
runkan risiko stunting di 1000 hari pertama kehidu-
pan (HPK).5 Kabupaten Sleman memiliki beberapa
lembaga yang terlibat langsung sebagai pelaksana
pelayanan nikah yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten
Sleman (unit pelaksana puskesmas), Dinas Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga Berencana (pelaksana
dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana/PLKB)
dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman (unit
pelaksana kantor urusan agama). Berdasarkan hasil
studi awal ditemukan bahwa program yang ada pada
puskesmas, PLKB, dan KUA belum sepenuhnya men-
garah untuk diupayakan dalam pencegahan stunting.
Sehingga, akademisi mengusulkan pengembangan
pelayanan terpadu pra-konsepsi pada pasangan pra-
konsepsi agar dapat tercapai pembagian peran dan
tanggung jawab pada masing-masing pemangku ke-
pentingan menuju konvergensi sebagai salah satu up-
aya dalam pencegahan stunting.

Terapi pada masa pra-konsepsi menjadi sebuah
pendekatan kesehatan dengan memberikan intervensi
untuk mengidentifikasi risiko, pengobatan, maupun
promosi kesehatan yang berkaitan dengan perilaku

dan kesehatan sosial pada wanita serta pasangan
sebelum konsepsi terjadi untuk dapat meningkatkan
kesehatan wanita.6,7 Penelitian di Nigeria menemukan
empat hal yang menentukan kelayakan pelayanan pra-
konsepsi yaitu8:

1) Isu seputar kebijakan layanan pra-konsepsi yang
tidak diketahui oleh para pembuat kebijakan;

2) Integrasi dan kolaborasi pelayanan baik antar
spesialis maupun asosiasi medis;

3) Kesiapan sistem kesehatan, dan
4) Tantangan untuk penerapan layanan pra-

konsepsi dari sisi implementasi kebijakan,
keuangan dan penyediaan pelayanan.

Posyandu pra-konsepsi telah dikembangkan di
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang menghim-
pun dukungan stakeholders multi sektoral dan telah
berhasil dalam peningkatan derajat kesehatan.9

Dalam pengembangan tersebut, belum dilakukan as-
esmen awal untuk mengidentifikasi dan memastikan
program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan
dan konteks wilayah. Padahal pada tahapan awal
pemerintah perlu melakukan asesmen awal untuk
memperoleh definisi program dengan melakukan ek-
splorasi berbagai potensi yang mampu memperoleh
otorisasi untuk memulai pengembangan program.10

Sehingga, pengembangan pelayanan terpadu pra-
konsepsi di Kabupaten Sleman memulai dengan studi
eksplorasi untuk memastikan konsep yang diusulkan
mendapat penerimaan dari stakeholders dan sesuai
dengan kondisi Kabupaten Sleman.

Konsep pengembangan pelayanan terpadu pra-
konsepsi di Kabupaten Sleman berdasarkan Strategi
Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan stunt-
ing, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan
stunting, dan terbentuknya TPK (Tim Pendamp-
ing Keluarga) di kalurahan yang terdiri dari bidan,
kader, PKK. Keberhasilan posyandu pra-konsepsi di
Kabupaten Banggai yang dapat meningkatkan der-
ajat kesehatan masyarakat juga menjadi salah satu
dasar pengembangan pelayanan pra-konsepsi den-
gan penyesuaian kondisi di Kabupaten Sleman. Pada
konsep pelayanan terpadu pra-konsepsi, terdapat 10
instansi yang berperan yaitu Bappeda, Dinas Ke-
sehatan, Kanwil Kementerian Agama, DP3AP2KB,
DPMK, puskesmas, KUA, kelurahan, TP PKK, dan
PLKB di Kabupaten Sleman. Peran masing-masing
instansi tersebut terdiri dari: komitmen dan kebijakan,
menguatkan kerja sama, koordinasi dan sinergisitas
multi sektor, serta pelaksanaan teknis pelayanan ter-
padu pra-konsepsi. Para pengguna layanan terpadu
pra-konsepsi akan memperoleh pendampingan sejak
berstatus sebagai calon pengantin hingga melahirkan.
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Berdasarkan adanya perbedaan konteks wilayah an-
tara Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sleman
serta pentingnya tahap asesmen awal, maka perlu
dilakukan penggalian potensi untuk menghasilkan
rekomendasi dalam pengembangan pelayanan ter-
padu pra-konsepsi sebagai upaya pencegahan stunt-
ing di Kabupaten Sleman.

METODE
Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-

eksploratif digunakan dalam penelitian yang dilakukan
di Kapanewon Sleman dan Kapanewon. Subjek
penelitian ditentukan secara purposive sampling dan
dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pemegang kebi-
jakan (pejabat Bappeda), pelaksana yang terdiri dari

pelaksana tingkat kabupaten (pejabat dinkes, Keme-
nag, DP3AP2KB), pelaksana tingkat kapanewon (Staf
KUA, Staf Puskesmas, PLKB), dan pelaksana tingkat
kelurahan, anggota TP PKK dan kader, tenaga kese-
hatan kelurahan, dan 8 pasang pengguna pelayanan.
Kriteria inklusif informan yaitu kelompok pemegang
kebijakan dan pelaksana atau penyedia adalah orang
atau pegawai instansi yang memiliki keahlian atau
keterlibatan dalam penanganan stunting dan atau
pelayanan prakonsepsi dan atau pelayanan calon pen-
gantin dengan masa kerja minimal dua tahun. Sedan-
gkan, kriteria pada kelompok pengguna layanan yaitu
individual atau pasangan calon pengantin dengan usia
19-29 tahun atau individual tau pasangan yang telah
menikah dengan usia pernikahan maksimal 2 bulan.

Tabel 1. Definisi operasional

Aspek Definisi Operasional

Sikap afektif Pendapat stakeholders tentang perannya pada rangkaian kegiatan pelayanan
terpadu pra-konsepsi di Kabupaten Sleman.

Kebutuhan suportif Kebutuhan yang akan diperlukan stakeholders untuk berpartisipasi dalam
rangkaian kegiatan pelayanan terpadu pra-konsepsi di Kabupaten Sleman.

Pembiayaan Sumber dan jenis pengeluaran biaya individual tau organisasi untuk terlibat
dalam rangkaian kegiatan pelayanan terpadu pra-konsepsi di Kabupaten Sleman.

Efektivitas yang dirasakan Persepsi stakeholders tentang sejauh mana rangkaian kegiatan pelayanan
terpadu pra-konsepsi di Kabupaten Sleman dianggap mungkin untuk bisa
mencegah stunting.

Efikasi diri Keyakinan stakeholders bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang
diperlukan untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan terpadu pra-konsepsi
di Kabupaten Sleman.

Koherensi intervensi Pemahaman stakeholders tentang tingkat kesesuaian yang dirasakan antara
rangkaian kegiatan pelayanan terpadu pra-konsepsi dengan tujuan dari
pelayanan terpadu pra-konsepsi.

Pengumpulan data menggunakan wawancara
mendalam pada pemegang kebijakan, pelaksana
tingkat kabupaten, dan pengguna layanan, diskusi
kelompok terfokus pada pelaksana tingkat kapanewon
dan tingkat kelurahan, observasi terbuka, dan studi
dokumen dari 11 Oktober sampai 18 November
2021. Panduan wawancara mendalam dan DKT dis-
usun menggunakan teori The Theoretical Framework
of Acceptability.11 Sehingga, terdapat enam aspek
dalam penerimaan awal stakeholders untuk mengem-
bangkan pelayanan terpadu pra-konsepsi (dalam
Tabel 1). Data yang sudah diperoleh di transkrip se-
cara verbatim yang dilengkapi dengan catatan dari
logbook. Kredibilitas dan trustworthiness data diban-
gun menggunakan peer debriefing, dan triangulasi
data dari pengguna layanan. Data dianalisis den-
gan teknis framework analysis.12 Berdasarkan tran-
skrip, peneliti menandai bagian teks yang menarik

dan menuliskan kodenya dengan pendekatan campu-
ran (deduktif dan induktif). Kode yang diperoleh dan
memiliki kesamaan karakteristik dikelompokkan dalam
sub kategori yang kemudian dimasukkan ke kategori
dengan prinsip priority dan emerging category. Hal
yang sama juga dilakukan untuk mencari tema. Tema
yang ada membentuk kerangka analisis awal. Proses
tersebut dilakukan hingga tidak ditemukan kode baru.
Penelusuran transkrip dilakukan untuk mengutip kali-
mat yang bermakna dan memasukkannya dalam ma-
triks yang kemudian dilakukan interpretasi dan narasi.

HASIL
Akseptabilitas sebelum berpartisipasi dilihat dari

perspektif pembuat kebijakan, pelaksana dan peng-
guna layanan. Beberapa aspek dalam penerimaan
awal dari stakeholders untuk berpartisipasi pada
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pelayanan terpadu pra-konsepsi adalah:

Sikap Afektif
Stakeholders (non pengguna layanan) mengang-

gap bahwa kapasitasnya dalam kebijakan, tata kelola
organisasi, maupun program yang selama ini ada
menjadi hal yang berpengaruh saat nanti melakukan
peran-peran dalam pelayanan terpadu pra-konsepsi.
Salah satunya adalah stakeholders dari sisi pelak-
sana tingkat kecamatan yang memandang bahwa
pelayanan terpadu pra-konsepsi dapat menggunakan
konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM). Sehingga, penyelenggara utama merupakan
kalurahan atau desa:

”...istilahnya UKBM. . . jadi biarlah itu ba-
sisnya adalah masyarakat...”
(Staf Puskesmas Sleman, 4 tahun)

Hal ini dirasa mampu mewadahi pelaksanaan
pelayanan terpadu pra-konsepsi dengan penguatan
upaya kesehatan yang berbasis masyarakat dan da-
pat memanfaatkan adanya sistem posyandu yang su-
dah terbangun di masyarakat.

Kesediaan dalam berpartisipasi ditunjukkan oleh
stakeholders dari sisi pengguna pelayanan. Hal yang
melatarbelakanginya adalah kebutuhan forum diskusi
sesama calon orang tua untuk berbagi pengalaman:

”...ya akan ikut lah untuk sharing-sharing
sama yang lebih pengalaman...”
(Calon pengantin laki-laki Mlati, 24 tahun)

Selain itu, para pengguna layanan juga memiliki
motif dalam kebutuhan untuk memperoleh pemerik-
saan kesehatan rutin, arahan dan pendampingan un-
tuk dapat mencetak generasi berkualitas serta dapat
menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.

Kebutuhan Suportif
Kebutuhan yang mendukung stakeholders dalam

melaksanakan perannya di pelayanan terpadu pra-
konsepsi berkaitan dengan keterlibatan lintas sektor
dan upaya memperkuat komunikasi, koordinasi dan
kolaborasi lintas sektor:

”...berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
lintas sektor... seperti Kemenag karena
kan kalau semua pernikahan pasti ter-
catat di sana ya, kemudian dengan tim
pendamping keluarga yang dibentuk di-
nas P3AP2KB, dan upayakan untuk komu-
nikasinya ditingkatkan lagi...”
(Pejabat Dinkes, 3 tahun)

Hal ini karena sebelumnya, komunikasi yang ter-
jalin antar sektor masih belum optimal. Sehingga,
lintas sektor belum melakukan persamaan persepsi
tujuan program bersama di era kolaboratif ini. Per-
masalahan komunikasi ini terjadi di tingkat kabu-
paten meskipun lembaga-lembaga ini telah menjadi
bagian dalam tim pelaksana koordinasi penanggu-
langan stunting Kabupaten Sleman. Selain itu, pe-
megang kebijakan perlu sarana untuk sosialisasi, mis-
alnya agenda pertemuan forum perangkat daerah
dalam pembahasan perencanaan. Sosialisasi terse-
but bertujuan mewujudkan kesamaan persepsi dari
semua sektor terkait urgensi pencegahan stunting di
masa pra-konsepsi dan mengupayakan untuk men-
jadi salah satu isu yang diperhatikan oleh perangkat
daerah. Stakeholders dari sisi pengguna layanan
membutuhkan hal-hal yang dapat mendukung partisi-
pasi pengguna layanan. Misalnya: waktu pelaksanaan
yang tepat, perizinan kerja dan kompensasi:

”...yang dibutuhkan surat ijin kerja. . .
bahwa suami yang ikut program ini tetep
dikasih hak cuti khusus. . . kalau misal
suaminya kerja dagang, misal dia skip
jadinya ga dapet uang, mungkin ada kom-
pensasi dari pihak pemerintah buat menye-
diakan uang ganti buat dagang...”
(Pengantin laki-laki Mlati, 3 minggu)

Pengguna layanan juga membutuhkan media elek-
tronik dan kuota internet saat kegiatan pelayanan ter-
padu pra-konsepsi dilakukan berbasis teknologi digi-
tal.

Pembiayaan
Stakeholders pada pelaksana tingkat kelurahan

memiliki alokasi anggaran pada Dana Desa un-
tuk pencegahan stunting yang mencakup juga inter-
vensi sensitif dengan penentuan anggaran dilakukan
melalui forum-forum kelurahan. Sedangkan, peng-
guna pelayanan mengeluarkan biaya untuk trans-
portasi hingga teknis kegiatan, dan merasa membu-
tuhkan dukungan dana dari pemerintah:

”Itu ditanggung BPJS ga sih mbak? ...
kalau yang umum kayak masyarakat desa
itu butuh gratis kan mbak untuk menarik”
(Pengantin Perempuan Mlati, 2 minggu)

Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Sleman
memiliki kebijakan sumber anggaran yaitu PUPM
(Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat). Sehingga,
PUPM menjadi salah satu potensi sumber anggaran
untuk penanggulangan stunting.
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Efektivitas yang Dirasakan
Pandangan dari stakeholders terkait konsep

pelayanan terpadu pra-konsepsi bisa menjadi harapan
dan penyempurna dari rangkaian intervensi penang-
gulangan stunting di Kabupaten Sleman yang telah
berbasis pada pendekatan siklus kehidupan:

”...di Kabupaten Sleman justru pada masa
pra-konsepsi ini yang mengalami kehilan-
gan monitoring dan intervensi dari kami,
sehingga saya rasa konsep ini akan mem-
punyai daya ungkit tersendiri untuk penu-
runan prevalensi stunting”
(Pejabat Dinkes, 3 tahun)

Pengguna layanan mempunyai pendapat bahwa
konsep pelayanan terpadu pra-konsepsi dapat men-
jadi tempat dalam mempersiapkan diri sebelum men-
jadi orang tua:

”...ini menjadikan kita siap... dari segi si
ibu, si ayah, maupun untuk si bakal calon
anaknya gitu”
(Pengantin perempuan Sleman, 3 minggu)

Hal ini karena ada kegiatan yang ditawarkan di
konsep pelayanan terpadu pra-konsepsi yaitu kelas
calon ibu hamil yang mencakup kegiatan edukasi dan
wadah komunikasi interaktif.

Efikasi Diri
Keyakinan untuk bisa berpartisipasi pada

pelayanan terpadu pra-konsepsi telah dinyatakan
oleh stakeholders baik dari sisi pemegang kebijakan
hingga pengguna layanan. Salah satu hal yang
melatarbelakanginya adalah kemudahan dalam men-
gakses kegiatan. Apabila pelayanan terpadu pra-
konsepsi ini dilaksanakan di sekitar wilayah kelurahan
maka para pengguna layanan dapat memiliki akses
yang lebih luas.

Koherensi Intervensi
Stakeholders telah memiliki pemahaman dalam

memandang adanya kesesuaian usulan konsep
pelayanan terpadu pra-konsepsi dengan pencegahan
stunting di Kabupaten Sleman. Hal ini berkaitan
dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam pelayanan
terpadu pra-konsepsi sebagai media skrining dalam
mendeteksi kondisi calon ibu hamil yaitu kegiatan
monitoring kesehatan dan pendampingan.

PEMBAHASAN
Stakeholders yang terdiri dari pemegang kebi-

jakan, pelaksana, dan pengguna layanan adalah pe-
meran utama dalam pelayanan terpadu pra-konsepsi.

Respon penerimaan dari stakeholders menjadi dasar
bahwa konsep yang diusulkan mendapat dukun-
gan untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten Sle-
man. Pelayanan terpadu pra-konsepsi yang dilakukan
berbasis pemberdayaan masyarakat sesuai konsep
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) da-
pat diselenggarakan oleh kelurahan beserta organ-
isasi masyarakat di dalamnya. UKBM bisa terdiri
dari Poskesdes, Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa
maupun Warung Obat Desa.

UKBM dapat mengembangkan pelayanan terpadu
prakonsepsi, menggali potensi masyarakat, dan men-
ciptakan rasa kepemilikan pada masyarakat terhadap
pelayanan terpadu pra-konsepsi. Pelayanan terpadu
pra-konsepsi melibatkan beberapa pihak yang akan
menjadi petugas,yaitu: PLKB, petugas puskesmas,
petugas KUA, tim pendamping keluarga (bidan, kader,
PKK). Hal ini berkaitan dengan kapasitas stake-
holder dan penentuan pihak yang menyelenggarakan
pelayanan terpadu pra-konsepsi.

Penerapan UKBM dapat membangun peluang
dalam pelaksanaan pelayanan terpadu pra-konsepsi
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pen-
gelolaannya dapat dilakukan dari, oleh dan un-
tuk masyarakat. Hasil kajian di Amerika me-
nunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan
masyarakat yang berbasis akar rumput dan meli-
batkan akademisi dapat membatasi adanya redun-
dansi program. Masyarakat juga dapat bergotong roy-
ong dalam memanfaatkan sumber daya yang dim-
iliki serta meningkatkan hubungan antar kelompok
masyarakat.13

Penerimaan stakeholders dari sisi pengguna
layanan harus didukung dengan memastikan bahwa
tokoh kunci dalam mengembangkan pelayanan ter-
padu pra-konsepsi yang diusulkan berbasis UKBM
memberikan dukungan penuh. Tokoh kunci yang di-
maksud adalah lurah, perangkat kelurahan, kader dan
tenaga kesehatan kelurahan. Lurah dan perangkat
kelurahan yang melakukan pembinaan dapat mem-
berikan motivasi yang berkelanjutan untuk pihak-pihak
lain dalam pelayanan terpadu pra-konsepsi yang di-
laksanakan di wilayahnya. Dukungan tersebut da-
pat dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan, baik
dari pemegang kebijakan maupun akademisi kepada
aparat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.
Hal tersebut akan membentuk penerimaan informasi
dan pemahaman bersama bahwa pelayanan terpadu
pra-konsepsi memiliki urgensi dalam penanggulangan
stunting di wilayahnya.

Dukungan pembiayaan dalam mengembangkan
pelayanan terpadu pra-konsepsi diperlukan, khusus-
nya dalam pemberiam kemudahan akses bagi peng-
guna layanan yang tidak mampu secara finansial
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dalam meningkatkan kesehatannya di masa pra-
konsepsi. Di Belanda , para pengguna dari pelayanan
pra-konsepsi menginginkan pemerintahnya membuat
kesepakatan dengan pihak asuransi kesehatan dan
melakukan pengaturan dalam memberikan kompen-
sasi. Apabila biaya dibebankan sepenuhnya kepada
pengguna layanan maka diperkirakan dapat menu-
runkan pemanfaatan layanan ini.14 Pengembangan
pelayanan terpadu pra-konsepsi di Kabupaten Sle-
man dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengop-
timalkan implementasinya.

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 yang mem-
bahas mengenai kewenangan pemerintah kelurahan
berkaitan juga dengan hal-hal yang ditugaskan dari
pemerintah pusat dan daerah, selaras dengan Bab
III pasal 11 dalam Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 yang mengamanatkan pemerintah kelura-
han harus memprioritaskan penggunaan Dana Desa
untuk mendukung upaya percepatan penanganan
stunting.3,15

Selain itu, PermenDesa PDTT Nomor 7 Tahun
2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2022 juga mengamanatkan bahwa penggunaan Dana
Desa dapat diarahkan untuk pencegahan stunting se-
bagai salah satu sektor strategis nasional. Pemerin-
tah Kabupaten Sleman juga telah memiliki kebijakan
anggaran Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat(PUPM)
yang dapat dikomunikasikan dengan Bappeda. Pen-
gajuan PUPM dapat melalui Perangkat Daerah (PD)
teknis yaitu dinas kesehatan maupun kelurahan.
PUPM menjadi faktor pendorong prestasi perangkat
daerah dan apapun usulan kegiatannya dapat di-
indikasikan terakomodir dalam kebijakan ini.16

KESIMPULAN
Terdapat penerimaan awal dan kesediaan stake-

holder dari pemegang kebijakan, pelaksana, dan
pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam
pelayanan terpadu pra-konsepsi dengan mengopti-
malkan kemampuan yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Sleman dapat memfasili-
tasi hal ini dengan memberikan dukungan kebijakan
untuk implementasi pelayanan terpadu pra-konsepsi
sehingga dapat pedoman, memperkuat dan mengikat
pihak yang terlibat dalam pelayanan terpadu pra-
konsepsi. Sehingga, komitmen perangkat daerah
maupun lembaga-lembaga di Kabupaten Sleman da-
pat terjaring. Selain itu, pemerintah kelurahan dapat
memberikan pembinaan dan dukungan untuk mem-
perkuat peran pimpinan kelurahan dalam pelaksanaan
pelayanan terpadu prakonsepsi. Pemerintah kelura-
han juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk
alokasi Dana Desa dan pemanfaatan dari anggaran

Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM).
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